BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 29 TAHUN
2015 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA
MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL,
BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH, BANTUAN KEUANGAN,
BELANJA TIDAK TERDUGA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan penganggaran dan
pelaksanaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial
sesuai Ketentuan Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

. Nomor 9 Tahun 2015 dan Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Nomor 900/4627/SJ tentang Penajaman Ketentuan
Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Situbondo Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan
Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil
Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak
Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan yang Bersumber dari
APBD Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita

Jalan PB. Sudirman Nomor 1, Situbondo, Provinsi Jawa Timur u
Telepon (0338) 67116 Email : info@pemdasitubondo.go.id
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Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 27 30);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3809) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
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15.

16.
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18.

19.

20.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang
Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5067);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567 9);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985
tentang Orgartiisasi Kemasyarakatan (Letribarati Negara
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemeérintali Nemof 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 ;
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23.
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5 165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 527 2);

Peraturan Pemerintdh Nemor 43 Tahus 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah defgan Peraturan Pemerifitah Nomor 47
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 57 17);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4

Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik In donesia
Tahun 2015 Nomor S); :

Peraturan Metite#i Dalasi Negeri Noifior 13 TaKuii 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

Peraturasi Metiteri Dalam Neégeri No#ioF 33 Takui 2012
tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi
Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita ‘Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 446, Tambahan Lembaran
Negara Repliblik Iideniesia Nomor 474 1);
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30.
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33.

34.
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36.

37.

38.

Peraturan Menteri Dalam Négeri Nomior 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomar 4 Tahun
2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor
03);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun
2006 tentang Susiunan Ofganisasi dam Tata Kégja
Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2006 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo
Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2008 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daergh Kabupateni Situbotido Tahus
2008 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 16
Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2011 Nomor 16);

Peraturan Daerdh Kabupaten Situbonido Nomor 3 Tahus
2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten
Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan
PératuFan Daérah Kabupaten Sitiibonds Nomef 14
Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2013 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun
2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Daerah Besuki Kabupaten
Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2013 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun
2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus Kabupaten
Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2013 Nomior 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3)

W
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 18);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun
2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo (Lembaran
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 16);

40. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 29 Tahun 2015
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan,
serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah,
Bafituan Sosial, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah,
Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan
Pengeluaran Pembiayaan yang Bersumber dari APBD
Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2016.

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 29 TAHUN
2015 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA
MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH,

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo
Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan
Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah,
Bantuan Sosial, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran
Pembiayaan yang Bersumber dari APBD Kabupaten
Situbondo Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten

Situbondo Tahun 2015, Nomor 29) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 23 diubah, angka 24 diubah,
angka 33 dihapus, angka 34 dihapus, angka 35 diubah
angka 37 dihapus dan ditambah 1 (satu) angka menjadi
angka 39, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Situbondo.
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16:

Bupati adalah Bupati Situbondo.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya
disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Situbondo,
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Situbondo.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada
Petnieriritah Daerah selaku Pengguria
Anggaran/Barang.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang
selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat
daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna
Anggai‘an/ Bararig, yang juga mielaksanakan
pengelolaan keuangan Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang
selanjutnya disebut Bappeda adalah Bappeda
Kabupaten Situbondo.

Iﬁspéktdfat adalah Inspektorat Kab‘up'ateﬁ
Situbondo.

+ Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah, yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah
Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Situbordo.

Pejabat  Pengelola Keuangan Daerah, yang
selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum
Daerahi (BUD).

Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan
Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris
Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan Bupati dalam peayiusiunan
APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat
perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai
dengan kebutuhan. "

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
desa.

Kelurahan sadalah wilayah kerja Lurah sebagai
perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja
Kecamatan.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran untuk
meélaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan barang milik daerah.
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18.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Keuangan Daerah adalsh semua Hak das Kewsajiban

Daerah dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan
uang termasuk didalamnya segala bentuk

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kéwa'jibéﬁ Ddegdh tegsebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang
selanjutnys disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

19. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD, yang

selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah dokumen
perencanaan kerja dan penganggaran pada DPKD
selaku Bendahara Umum Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang
selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen
peréncanaan dan penganggaran yang berisi
program, kegiatan dan anggaran SKPD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD, yang
selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan
dokumen pelaksanaan anggaran pada DPKD selaku
Bendahara Umum Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang
§éléﬁju€ﬁ¥a disiiigkat DPA-SKPD merupakan
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja
setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar
Pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa
dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik
Daerah (BUMND), dan/atau Badan, Lembaga dan
Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia, yang secara spesifik telah ditentukan
peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak
mengikat, serta tidak secara terus menerus yang
bertujuan menunjang penyelenggaraan urusan
Pemerintah Daerah.

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa
uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada
individu, keluarga dan lembaga non pemerintahan
yang sifatiya tidak secara terus menzrus dan
selektif yang bertujuan untuk melindungi dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang
dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan
sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak




26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.
35.

krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenoieta
alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan
belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan
tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah adalah bagian
dari peneriman hasil pajak/retribusi daerah yang
diberikan kepada Pemerintah Desa di wilayah
Kabupaten Situbondo.

Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu
bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang
yang dapat bersifat umum dan khusus, antara
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa
dan/atau Kelurahan dalam rangka untuk
mengatasi kesenjangan fiskal antar desa di wilayah
Kabupaten Situbondo guna pemerataan dan/atau
penigkatan  kemampuan  keuangan  serea
peruntukan lainnya yang secara khusus
pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemberi
Bantuan.

Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk
kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak
diharapkan berulang seperti penanggulangan
bencana alam dan bencana sosial yang tidak
diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian
atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun
sebelumnya yang telah ditutup.

Pengeluaran Pembiayaan adalah pengeluaran yang
akan diterima keémbali baik pada tahuf anggaran
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah, yang selanjutnya
disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah antara Pemerintah Daetrah dengan
Penerima Hibah.

Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan
orang asing yang bertempat tinggal di Kabupaten
Situbondo.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat
yang terdifi dari suami isteri, atau Suaini, isteri dan
anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan
anaknya bertempat tinggal di Kabupaten Situbondo.
Dihapus.

Dihapus.

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya
disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan
dibentuk oleh masyarakat secara sukarela
berdasarkan  kesamaan aspirasi, kehendak,
kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan
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37.
38.
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untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi
tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Organisasi Semi Pemerintah /Non Pemerintah
adalah organisasi-organisasi sebagaimana
dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Dalarm
Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember
2007.

dihapus.

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat
nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga
Negara Indonesia secara sukarela atas dasar
kesamaan kehendak dan cita-cita untuk
memperjuangkan dan membela kepentingan politik
anggota masyarakat, bangsa, dan Negara serta
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan

yang berbadan hukum Indonesia adalah organisasi
sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor 900/4627/8J tanggal
18 Agustus 2015.

Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3
berbunyi sebagai berikut :

(1)
(2)

(3)

Pasal 3

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat
berupa uang, barang, atau jasa.

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 dapat berupa uang atau barang.

Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
diberikan dalam bentuk uang.

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut :
Pasal 5
Hibah dapat diberikan kepada :
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah Lain;
¢. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan

yang berbadan hukum Indonesia.
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4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6)
diubah, ayat (4) dihapus dan ayat (5) dihapus, sehingga
pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Hibah kepada Pemerintali Pusat sebagaimana
dimaksud dalam pasal 5 huruf a diberikan kepada
satuan kerja dari kementrian/ lembaga pemerintah
non kementerian yang wilayah kerjanya berada
dalam Daerah.

(2) Hibah kepada Pemerintah Daerah Lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b
diberikan kepada daerah otonom baru hasil
pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan
dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c¢
diberikan dalam rangka penerusan hibah yang
diterima oleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah
dan/atau Pemerintah Provinsi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dihapus.

(5) Dihapus.

(6) Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi
Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d,
diberikan kepada :

a. Badan dan lembaga kemasyarakatan yang
bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang
dibentuk berdasarkan peraturan perundang-
uRdangas:

b. Organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum Indonesia adalah organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan
atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum perkumpulan yang telah mendapatkan
pengesahan badan hukum dari’ Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan tidak
diperkenankan digunakan untuk membiayai
kegiatan keolahragaan yang bersifat profesional.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah
sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Dihapus.

(2) Hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi
Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6),
diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

U
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a. memiliki akte pendirian atau status organisasi
telah mendapatkan pengesahan badan hukum
dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga;

¢. memiliki susunan pengurus yang sah sesuai
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;

e. memiliki kantor dan/atau sekretasiat tetap:

f. memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan
untuk menunjang penyelenggaraan urusan
Pemerintahan Daerah;

g berkedudukan dalam wilayah administrasi
Pemerintah  Kabupaten  Situbeido yang
dibuktikan dengan surat keterangan domisili;

h. tidak pernah menerima hibah yang dananya
bersumber dari keuangan Negara lainnya yang
dibuktikan dengan Surat Pernyataan
ditandatangani oleh semua pengurus;

i. persyaratan lainnya yang dipandang perlu
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga
pasal 8 berbunyi sebagai berikut ,

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 8

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, BUMD,
dan Badan, Lembaga, dan Organisasi
Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
menyampaikan usulan berupa surat permohonan
bantuan hibah secara tertulis yang disertai proposal
kepada Bupati dengan tembusan SKPD yang
membidangi.

Surat permohonan dan proposal bagi Badan,
Lembaga dan Qrganisasi Kemasyarakatan yang
berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibubuhi cap dan/atau stempel yang
ditandatangani eleh Pimpinan /Ketua/Kepala atau
sebutan lain.

Sistematika penyusunan surat permohonan dan
proposal hibah dalam bentuk uang, barang atau
jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Peraturan Bupati ini.

Bupati dengan suatu disposisi atau yang
dipersamakan menunjuk SKPD yang membidangi,
untuk  segera melakukan evaluasi usulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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(7)
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Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimansa
dimaksud pada ayat (4), kepala SKPD dapat
membentuk tim evaluasi.

Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi
kepada Bupati melalui TAPD.

Format rekomendasi SKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (6), sebagaimana tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
Penyampaian hasil evaluasi berupa rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dikoordinasikan oleh DPPKAD, yang selanjutnya
dibawa dalam rapat pembahasan TAPD.

TAPD memberikan pertimbangan kepada Bupati
atas rekemendasi Sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan
keuangan Daerah.

(10) Format pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud

pada ayat (9), sebagaimana tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubakh, sehifigga beFbunyi
sebagai berikut :

(1)

(2)

3)

Pasal 11

Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok
belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek
belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah
pada PPKD.

Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja
hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

Pemerintah Pusat;

Pemerintah Daerah Lain;

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

Badan, Lembaga, dan Qrganisasi
Kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia. :

Roopw

Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dianggarkan
dalam  kelompok  belanja langsung  yang
diformulasikan ke dalam program dan kegiatan
yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan
jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan
rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang
diserahkan kepada pihak ketiga/ masya.’yakat pada
SKPD. ’
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8. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 23

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan
sosial kepada anggota masyarakat secara selektif
serta memiliki kejelasan peruntukannya dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja  urusan wajib  dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan,
rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

9. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 24

Anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

Pas
a.

al 23 ayat (1), meliputi
Individu dan Keluarga yang mengalami keadaan
yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial,
ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar
dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
Lembaga Non Pemerintahan seperti Organisasi
Kemasyarakatan dan LSM yang bergerak di bidang
pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang
berperan untuk melindungi individu, kelompok,
dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya
resiko sosial.

10. Ketentuait Pasal 27 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubal,
sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

Pasal 27

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (6) huruf a ditujukan untuk
memulihkan dan mengembangkan kemampuan
Seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar
dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (6) huruf b ditujukan untuk
mencegah dan menangani resiko dari guncangan
dan kerentanan sosial anggota inasyarakat agar
kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai
dengan kebutuhan dasar minimal,

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (6) huruf c ditujukan untuk
menjadikan anggota masyarakat yang mengalami
masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu
memenuhi kebutuhan dasarnya.




(4)

(5)

(6)
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Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 ayat (6) huruf d merupakan skema yang
melembaga untuk menjamin penerima bantuan
agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya
yang layak.

Penanggulangan kemiskinan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf e
merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang
dilakukan terhadap anggota masyarakat yang tidak
mempunyai atau mempunyai sumber mata
pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan
yang layak bagi kemanusiaan.

Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (6) huruf f merupakan
serangkaian  upaya yang ditujukan untuk
rehabilitasi.

11. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) diubah, sehinggs berbunyi
sebagai berikut :

(1)
()

(3)

(4)

Pasal 28

Bantuan sosial berupa uang atau barang diterima
langsung oleh penerima bantuan sosial.

Bantuan sosial berupa uang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan
secara langsung kepada penerima seperti beasiswa
bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu,
nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar,
cacat berat dan tunjangan kesehatan bagi putra
putri pahlawan yang tidak mampu.

Bantuan sosial berupa barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang
diberikan secara langsung kepada penerima seperti
bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar
biasa swasta dan masyarakat tidak mampu,
bantusf perabiu untuk nelayan miskis, basntuan
makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial,
dan bantuan ternak bagi anggota masyarakat
kurang mampu.

Teknis pelaksanaan pemberian bantuan sosial
diatur tersendiri dan disusun oleh SKPD yang
membidangi berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

12. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah, sehingga berbuiyi
sebagai berikut :

(1)

Pasal 29

Anggota masyarakat menyampaikan usulan berupa
surat permohonan bantuan sosial dan proposal
kepada Bupati dengan tembusan SKPD yang
membidangi.
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Sistematilka penulisan surat périmohéenan dan
penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan
Bupati ini. »

Bupati dengan suatu disposisi atau yang
dipersamakan menunjuk SKPD yang membidangi
untuk  segera melakukan evaluasi usulan
Sebagaimana difmaksud pada ayat (1).

Untuk - melaksanakan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), kepala SKPD dapat
membentuk tim evaluasi. i

Kepala SKPD yang membidangi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil
evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui
TAPD.

Format Rekomendasi SKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Peraturan Bupati ini.

Penyampaian hasil evaluasi berupa rekomendasi
sebagaimana ayat (5); dikaordinasikan oleh
DPPKAD yang selanjutnya dibawa dalam rapat
pembahasan TAPD.

TAPD membetikan pertimbangan kepada Bupati
atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan
keuangan daerah.

Format pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Peraturan Bupati ini.

Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimang
tersebut pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4),
ayat (S5), ayat (6), dan ayat (7) terhadap bantuan
sosial kepada individu dan/atau keluarga yang
tidak dapat direncanakan sebelumriya, mekanisme
pengusulannya dilakukan oleh Kepaia DPPKAD.

13. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi
sébagai bérileut :

(1)

)

Pasal 32

Bantuan sesial berupa uang dianggarkan dalam
kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja
bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan
rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.

Obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek
belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi :

a. Individu dan/atau Keluarga;

b. Lembaga Non Pemerintahan.
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Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam
kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke
dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke
dalam jenis belanja barang dan Jjasa, obyek belanja
bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja
bantuan sosial barang yang akan diserahkan
kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

14. Ketentuan Pasal 35 ayat (9) diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

(S

Pasal 35

Kepala DPPKAD mengajukan usulan rancangan
Keputusan Bupati tentang Pemberian bantuan
sosial dalam bentuk uang beserta besarannya yang
dikelompokkan dalam rincian obyek belanja
berkenaan.

Kepala SKPD yang membidangi, mengajukan
usulan rancangan Keputusan Bupati tentang
Pemberian Bantuan Sosial berupa barang beserta
besaran dan/atau jenisnya yang dikelompokkan
dalam rincian obyek belanja berkenaan.

Bupati dapat menetapkan Pemberian Bantuan
Sosial dalam bentuk uang dan/atau barang kepada
Penerima Bantuan Sosial beserta besaran dan/atau
jenisnya kepada Penerima Bantuan Sosial dengan
Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD.

Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial
didasarkan pada Keputusan Bupati tentang
Pemberian Bantuan Sosial kepada Penerima
Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), kecuali bantuan sosial kepada Individu
dan/atau Keluarga yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (3).

Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada
Individu dan/atau Keluarga yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (3), didasarkan pada
permintaan tertulis dari individu dan /atau keluarga
yang bersangkutan dan/atau surat keterangan dari
pejabat yang berwenang serta mendapat
persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD
yang membidangi.
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(6) Bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga
yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dilakukan
evaluasi oleh Tim Evaluasi pada SKPD yang
membidangi.

(7) Sebelum mengajukan pencairan bantuan sosial
berupa uang dan barang/jasa, SKPD yang
membidangi agar membuat surat permohonan
persetujuan pemberian bantuan sosial kepada
Bupati.

(8) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan
dengan cara pembayaran langsung (LS) melalui
mekanisme SPP/SPM/SP2D-LS.

(9) Pencairan bantuan sosial berupa uang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disalurkan
langsung kepada Penerima Bantuan Sosial sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Penyaluran dana bantuan sosial berupa uang
kepada Penerima Bantuan Sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) dilengkapi dengan kuitansi
bukti penerimaan uang dan penyaluran bantuan
sosial berupa barang dilaksanakan oleh Kepala
SKPD yang membidangi dalam bentuk Berita Acara
Serah Terima Barang.

(11) Persyaratan dan mekanisme pencairan dana dari
belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2), sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 13 jy 2016

Pj. BUPATI SI ONDO
A\

ZAINAL MUHTADIEN
Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 13 JAN 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

Yoz

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016 NOMOR &




LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal : 13 JAN 2016
Nomor : @2 Tahun 2016

SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL HIBAH, BANTUAN SOSIAL,
BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN DAN BANTUAN
KEUANGAN KHUSUS
I.1 SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL HIBAH

Sistematika Proposal, adalah sebagai berikut ©

a. Pendahuluan

Pendahuluan memuat :

e Latar belakang, memuat gambaran umum mengenai fakta-fakta
dan permasalahan-permasalahan serta alasan-alasan yang
melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan perlunya
bantuan pembiayaan.

e Maksud dan tujuan, memuat uraian/rumusan mengenai maksud
dan tujuan yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan.

b. Rencana Pemanfaatan
Rencana pemanfaatan, memuat uraian mengenai bentuk kegiatan
yang akan dilaksanakan.
c. Waktu dan Lokasi
Waktu dan Lokasi, memuat waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
d. Jenis Yang Diusutkan

Jenis yang diusulkan, memuat bentuk dari pada hibah yang

diharapkan berupa uang, barang atau jasa.

€. Nilai/Rencana Anggaran Biaya

Nilai/Rencana Anggaran Biaya memuat rumusan perhitungan

mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian

kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya.
f. Penutup

Penutup, memuat rangkuman mengenai pokok pikiran yang

berkaitan dengan praktik penyelenggaraan kegiatan yang telah

diuraikan dalam bagian sebelumnya.
8. Tanda tangan yang disertai nama lengkap pemohon bantuan

(pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi.

1.2 SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL BANTUAN SOSIAL
Sistematika Proposal, adalah sebagai berikut :
a. Pendahuluan

Pendahuluan memuat :

+ Latar belakang, memuat gambaran umum mengenai fakta-fakta
dan permasalahan-permasalahan serta alasan-alasan yang
melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan perlunya
bantuan pembiayaan.
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e Maksud dan tujuan, memuat uraian/rumusan mengenai maksud
dan tujuan yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan.
b. Rencana Pemanfaatan
Rencana pemanfaatan, memuat uraian mengenai bentuk kegiatan
yang akan dilaksanakan.
¢. Waktu Dan Lokasi
Waktu dan Lokasi, memuat waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
d. Jenis Yang Diusulkan
Jenis yang diusulkan, memuat bentuk dari pada bantuan sosial yang
diharapkan berupa uang atau barang.
e. Nilai/Rencana Anggaran Biaya
Nilai/ Rencana Anggaran Biaya memuat rumusan perhitungan
mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian
kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya.
f. Penutup
Penutup, memuat rangkuman mengenai pokok pikiran yang
berkaitan dengan praktik penyelenggaraan kegiatan yang telah
diuraikan dalam bagian sebelumnya.
g Tanda tangan yang disertai nama lengkap pemohon bantuan
(pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi.

SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL BANTUAN SOSIAL YANG
TIDAK DIRENCANAKAN
Sistematika Proposal, adalah sebagai berikut :
a. Pendahuluan
Pendahuluan memuat
e Latar belakang, memuat gambaran umum mengenai fakta-fakta
dan permasalahan-permasalahan serta alasan-alasan yang
melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan perlunya
bantuan pembiayaan.
e Maksud dan tujuan, memuat uraian/rumusan mengenai maksud
dan tujuan yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan.
* Dasar hukum, memuat peraturan-peraturan yang menjadi dasar
bantuan sosial yang tidak direncanakan diberikan.
b. Rencena Pemanfaatan
Rencana pemanfaatan, memuat uraian mengenai bentuk kegiatan
yang akan dilaksanakan.
c. Waktu dan Lokasi
Waktu dan Lokasi, memuat waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
d. Jenis yang Diusulkan
Jenis yang diusulkan, memuat bentuk dari bantuan sosial yang tidak
direncanakan yang diharapkan berupa uang.
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€. Nilai/Rencana Anggaran Biaya
Nilai/Rencana Anggaran Biaya memuat rumusan perhitungan
mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian
kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya.

f. Penutup
Penutup, memuat rangkuman mengenai pokok pikiran yang
berkaitan dengan praktik penyelenggaraan kegiatan yang telah
diuraikan dalam bagian sebelumnya.

g. Tanda tangan yang disertai nama lengkap pemohon bantuan (Kepala
SKPD yang membidangi) serta stempel SKPD yang membidangi.

14 SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL BANTUAN KEUANGAN
KHUSUS
Sistematika Proposal, adalah sebagai berikut :
a. Pendahuluan

Pendahuluan memuat :

e Latar belakang, memuat gambaran umum mengenai fakta-fakta
dan permasalahan-permasalahan serta alasan-alasan yang
melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan perlunya
bantuan pembiayaan.

e Maksud dan tujuan, memuat uraian/rumusan mengenai maksud
dan tujuan yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan.

b. Rencana Pemanfaatan
Rencana pemanfaatan, memuat uraian mengenai bentuk kegiatan
yang akan dilaksanakan.
c. Waktu Dan Lokasi
Waktu dan Lokasi, memuat waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
d. Jenis Yang Diusulkan

Jenis yang diusulkan, memuat bentuk dari bantuan keuangan yang

diharapkan.

e. Nilai/Rencana Anggaran Biaya

Nilai/Rencana Anggaran Biaya memuat rumusan perhitungan

mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian

kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya.
f. Penutup

Penutup, memuat rangkuman mengenai pokok pikiran yang

berkaitan dengan praktik penyelenggaraan kegiatan yang telah

diuraikan dalam bagian sebelumnya.
g. Tanda tangan yang disertai nama lengkap pemohon bantuan

(pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi.
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1.5 LAMPIRAN PENDUKUNG :

a.

h.

@ ™ o0 a 0

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon
Bantuan/Pimpinan/Ketua yang masih berlaku;

Fotokopi pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia;

Dihapus

Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

Surat Keterangan Domisili;

Susunan pengurus yang masih aktif;

Khusus untuk pembangunan fisik, melampirkan rencana dan gambar
bangunan serta sertifikat tanah/bukti kepemilikan lainnya;

Surat pernyataan tidak menerima hibah pada tahun sebelumnya.

II. PERSYARATAN DAN MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH, BANTUAN
SOSIAL, BANTUAN SOSIAL TIDAK DIRENCANAKAN, BAGI HASIL
PAJAK/RETRIBUSI  DAERAH, BANTUAN KEUANGAN, BANTUAN
KEUANGAN KHUSUS, BELANJA TIDAK TERDUGA DAN PENGELUARAN
PEMBIAYAAN (INVESTASI DANA BERGULIR)

11.1 HIBAH

a.
b.

5@

o
.

Surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD;
Surat permohonan persetujuan pencairan kepada Bupati dari Kepala
SKPD yang membidangi dan telah mendapatkan disposisi dari
Bupati;

Surat pertimbangan dari Kepala SKPD yang membidangi yang
menerangkan bahwa, pengajuan telah dilengkapi secara lengkap
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Foto kopi Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan;

Foto kopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang
ditandatangani bersama Bupati/Pejabat yang ditunjuk dan Ketua
Penerima Hibah bermaterai cukup;

Pakta integritas yang ditandatangani ketua;

Foto kopi nomor rekening Bank Jatim yang masih aktif;

. Susunan pengurus yang masih aktif;

Kuitansi bukti pengeluaran uang bermaterai cukup;
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Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sesuai dengan Keputusan
Bupati tentang Pemberian Hibah beserta besarannya;

Foto kopi proposal pengajuan kepada Bupati;

Foto kopi disposisi Bupati atas proposal yang diajukan;

. Foto kopi rekomendasi dari SKPD yang membidangi, sebagai tindak

lanjut atas disposisi Bupati terhadap proposal yang diajukan;

Foto kopi Berita Acara Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten Situbondo;

Pengajuan dimasukkan ke dalam snelhecter plastik warna merah
rangkap 4 (empat), dengan rincian masing-masing 2 (dua) bendel
untuk DPPKAD, 1 (satu) bendel SKPD yang membidangi dan 1 (satu)
bendel arsip penerima.

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dari Kepala
SKPD.

BANTUAN SOSIAL

- S T

ol

Surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD;
Surat permohonan persetujuan pencairan kepada Bupati dari Kepala
SKPD yang membidangi dan telah mendapatkan disposisi dari
Bupati;

Surat persetujuan dari Kepala SKPD yang membidangi yang
menerangkan bahwa pengajuan telah lengkap sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

Foto kopi Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan;
Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan Keputusan Bupati
tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan;

Pakta integritas yang ditandatangani Ketua/pimpinan;

Foto kopi nomor rekening Bank Jatim yang masih aktif;

Susunan pengurus yang masih aktif;

Kuitansi Bukti Pengeluaran Uang bermaterai cukup;

Foto kopi proposal pengajuan kepada Bupati;

. Foto kopi disposisi Bupati atas proposal yang diajukan;

Foto kopi surat rekomendasi dari SKPD yang membidangi, sebagai

tindak lanjut atas disposisi Bupati terhadap proposal yang diajukan;
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m. Foto kopi Berita Acara Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten Situbondo;

n. Pengajuan dimasukkan ke dalam snelhecter plastik warna
putih/bening rangkap 4 (empat), dengan rincian masing-masing 2
(dua) bendel untuk DPPKAD, 1 (satu) bendel SKPD yang membidangi
dan 1 (satu) bendel arsip penerima.

0. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dari Kepala
SKPD.
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III. CONTOH FORMAT REKOMENDASI SKPD ATAS PROPOSAL

VI.1 Hibah
KOP SKPD

Situbondo,.......cccoevveninininnne.

Kepada
Nomor : XXXXX Yth. Bupati Situbondo
Sifat : Penting Melalui Tim Anggaran Pemerintah
Lampiran : - Daerah Kabupaten Situbondo
Perihal : Rekomendasi Pemberian di

Hibah SITUBONDO
Membaca proposal yang diajukan oleh ................... melalui surat
nomor .......... tanggal ............... , setelah dilakukan evaluasi terhadap
proposal pemohon yang meliputi penilaian antara lain :
NO URAIAN PENILAIAN
1. | Kelengkapan Administrasi Lengkap Tdk Lengkap
2. | Domisili Jelas Tdk Jelas
3. | Keberadaan Organisasi Fiktif Tdk Fiktif
4. | Kepengurusan (masyarakat) | Jelas Tdk Jelas
5. | Sekretariat tetap (organisasi | Ada Tdk ada
kemasyarakatan)
6. | Organisasi Terdaftar | Ya Tidak
Kemenkumhan
7. | Nilai yang diajukan Wajar Tdk Wajar
8. | Kepemilikan Tanah Sah Tdk Sah
( khusus konstruksi )
9. | Pernah menerima hibah dari | Pernah Belum
pemerintah Kab. Situbondo Pernah
10. | Pengelompokan  penerima | Pemerintah Pusat
Hibah : Pemerintah Daerah Lain
BUMD
Badan, lembaga dan Ormas
Catatan :
UsulanPemohon : Barang Rp.................. Uang Rp.....c.ceeuueeeeeee
Usulan SKPD : Barang Rp.................. Uang Rp.....ccccvueunnen.
Kesimpulan :

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, dapat disetujui terhadap
proposal yang diajukan.

Demikian untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut sesuai
prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

TANDA TANGAN TIM KEPALA SKPD............
EVALUASI
) O I
2.1 Dst Nama dan Stempel
NIP.
PEMOHON

Nama dan Stempel
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V1.2 Bantuan Sosial

KOP SKPD

Situbondo,.......ccccceveernennnn...

Kepada
Nomor : XXXXX Yth. Bupati Situbondo
Sifat : Penting Melalui Tim Anggaran Pemerintah
Lampiran : - Daerah Kabupaten Situbondo
Perihal : Rekomendasi Pemberian di

Bantuan Sosial SITUBONDO

Membaca proposal yang diajukan oleh...... melalui surat
nomor...... tanggal ...... , setelah dilakukan evaluasi terhadap proposal
pemohon yang meliputi penilaian antara lain :

NO URAIAN PENILAIAN
1. | Kelengkapan Administrasi |Lengkap Tdk Lengkap
2. | Domisili Jelas Tdk Jelas
3. | Identitas Individu, Keluarga | Jelas Tdk Jelas
4. | Keberadaan Organisasi | Fiktif Tdk Fiktif
(lembaga non
pemerintahan)
5. | Kepengurusan (lembaga | Jelas Tdk Jelas
non pemerintahan)
6. | Organisasi Terdaftar | Ya Tidak
Kemenkumhan
7. | Nilai yang diajukan Wajar Tdk Wajar
8. | Pernah menerima Bantuan | Pernah Belum Pernah
sosial dari Pemda
9. | Pengelompokan penerima | Individu
Bantuan Sosial : Keluarga
Lembaga non pemerintahan
Catatan :
UsulanPemohon : Barang Rp.................. Uang Rp.......cccccoevvuennens
Usulan SKPD : Barang Rp.................. Uang Rp......ccccoevnennnnnn.
Kesimpulan :

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, dapat disetujui terhadap
proposal yang diajukan.

Demikian untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut sesuai
prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

TANDA TANGAN TIM KEPALA SKPD............
EVALUASI
1.]........
2. | Dst Nama dan Stempel
NIP.
Pemohon

Nama dan Stempel
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CONTOH FORMAT BERITA ACARA PERTIMBANGAN TAPD
VII.1 Hibah Berupa Uang

BERITA ACARA PERTIMBANGAN TAPD KABUPATEN SITUBONDO
ATAS PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG TAHUN 2016
NOMOR : TAPD/ / /2016

MEMPERHATIKAN :

1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah, dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

. Surat rekomendasi SKPD ........ccccoeiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiineeieneeevneennen Kabupaten
Situbondo NOmMOr @ ...cciiiiiiiriiiiiiiiicece e, tanggal .......cccceeneenne.
Pada hari ini .................. Tanggal ......cccoeevvvnivnnnnnnns Tim Anggaran

Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Situbondo memberikan pertimbangan
terhadap pemberian belanja hibah berupa uang Tahun 2016 kepada

..................................................................................................... dan telah

memperoleh rekomendasi SKPD yang membidangi dan digunakan untuk :

Nama Kegiatan Besaran (Rp)

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

...........................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adapun jenis belanja hibah berupa uang yang akan diberikan kepada

pemerintah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan ( ormas ) dengan
pertimbangan sebagai berikut :

aoop

Memiliki kepengurusan yang Jelas,

Berkedudukan di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo.
Memiliki sekretariat tetap,

Bagi badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum Indonesia telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Demikian Pertimbangan TAPD Kabupaten Situbondo untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

NO TAPD NO TAPD

TANDA TANDA
TANGAN TANGAN
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VII.2 Hibah Berupa Barang

BERITA ACARA PERTIMBANGAN TAPD KABUPATEN SITUBONDO
ATAS PEMBERIAN HIBAH BERUPA BARANG TAHUN 2016
NOMOR : TAPD/ / /2016

MEMPERHATIKAN :

1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah, dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

. Surat rekomendasi SKPD .........cccccovviiiiiiiiiiiiiiiiieieeneneenennnes Kabupaten
Situbondo NOmOr & .....ccceviiiiiiiiiiiiiicriiicreereeerenenennne. tanggal .......ccovvvenene.
Pada hari ini .................. Tanggal .......cccovvvnvinniannne Tim Anggaran

Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Situbondo memberikan pertimbangan
terhadap pemberian belanja hibah berupa barang Tahun 2016 kepada

...................................................................................................... dan telah

memperoleh rekomendasi SKPD yang membidangi dan digunakan untuk :

Nama Kegiatan Besaran (Rp)

e

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Adapun jenis belanja hibah berupa barang yang akan diberikan kepada

pemerintah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan ( ormas ) dengan
pertimbangan sebagai berikut :

aooep

Memiliki kepengurusan yang Jelas,

Berkedudukan di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo.
Memiliki sekretariat tetap,

Bagi badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan berbadan hukum
Indonesia telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Demikian Pertimbangan TAPD Kabupaten Situbondo untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

NO TAPD NO TAPD

TANDA ’ TANDA
TANGAN TANGAN
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VII.3 Bantuan Sosial Berupa Uang

BERITA ACARA PERTIMBANGAN TAPD KABUPATEN SITUBONDO
ATAS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG TAHUN 2016
NOMOR : TAPD/ / /2016

MEMPERHATIKAN :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah, dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2. Surat rekomendasi SKPD .........cccooviniiiiiniiniiniiiiniinienrinerenen. Kabupaten
Situbondo NOMOT : ....civiiiiiiiiieeeecceee e, tanggal ....cccooeevvnnennne ‘
Pada hari ini .................. Tanggal ......cccocvvvvrvnnnnns Tim Anggaran ‘

Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Situbondo memberikan pertimbangan
terhadap pemberian belanja bantuan sosial berupa uang Tahun 2016 kepada
......................................................................................................... dan telah
memperoleh rekomendasi SKPD yang membidangi dan digunakan untuk :

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Adapun jenis bantuan sosial berupa uang yang akan diberikan kepada
anggota dan atau kelompok masyarakat dengan pertimbangan sebagai
berikut:

Memiliki identitas yang jelas,

Berdomisili di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo,
Memiliki kepengurusan yang jelas.

Bagi lembaga non pemerintahan berbadan hukum Indonesia telah
mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian Pertimbangan TAPD Kabupaten Situbondo untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

aoop

TANDA TANDA
NO TAPD NO TAPD
TANGAN TANGAN
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VII.4 Bantuan Sosial Berupa Barang

BERITA ACARA PERTIMBANGAN TAPD KABUPATEN SITUBONDO
ATAS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG TAHUN 2016
NOMOR : TAPD/ / /2016

MEMPERHATIKAN :

1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah, dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

. Surat rekomendasi SKPD .........ccccoiiiiiiiiiiiiiiiiiieiicicrennieenes Kabupaten
Situbondo NOmMOT : ...cciiiiiiiiiiiiiircccer s tanggal .....c..cceuveeee.
Pada hari ini .................. Tanggal ......ccovevivnirnnnnnnns Tim Anggaran

Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Situbondo memberikan pertimbangan
terhadap pemberian belanja bantuan sosial berupa barang Tahun 2016
12 o - Ve - NSO dan telah
memperoleh rekomendasi SKPD yang membidangi dan digunakan untuk :

Nama Kegiatan Besaran (Rp)

-----------------------------------------------------------------------------------------

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Adapun jenis bantuan sosial berupa barang yang akan diberikan kepada

anggota dan atau kelompok masyarakat dengan pertimbangan sebagai
berikut:

aoop

Memiliki identitas yang jelas,

Berdomisili di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo,
Memiliki kepengurusan yang jelas.

Bagi lembaga non pemerintahan berbadan hukum Indonesia telah
mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian Pertimbangan TAPD Kabupaten Situbondo untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

NO TAPD NO TAPD

TANDA TANDA
TANGAN TANGAN
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V. CONTOH FORMAT NPHD (UKURAN KERTAS A4)
VIII.1 Hibah Berupa Uang

PERJANJIAN HIBAH DAERAH
Antara
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

dengan
” 000O0ODPOOIOSIOIOIOIOIOOOBIOOTS ”
NOMOR : 9000000000000 0000000000000 00000000O0VS
NOMOR : 9000000000000 000000000 9000600000000 000
TENTANG
Pada hari ini, .............. , Tanggal ........... , Bulan ................. , Tahun

................. , bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jalan PB.
Sudirman Nomor 1 Situbondo, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

| DO cessesescnssssacesese eeseey Jabatan ..........oeeuiennenn... , berkedudukan
di J1. PB. Sudirman Nomor 1 Situbondo, dalam perbuatan hukum ini dari
dan karenanya sah secara hukum bertindak untuk dan atas nama

Pemerintah Kabupaten Situbondo, yang selanjutnya
AISEDUL....ouuiiiiniiiiiiiiiiii et PIHAK KESATU.

II. (NAMA KETUA), Jabatan Ketua “.c.cceceeeevsennee eeees”, beralamat di
RT....... /RW....... Desa ......cccceene..e. Kecamatan ................ Kabupaten
Situbondo, dalam perbuatan hukum ini dari dan karenanya sah secara
hukum bertindak untuk dan atas nama “...... secceseseces” DESA .cvernnrnnnnene..
Kecamatan................. Kabupaten Situbondo, selanjutnya
AiSEDUL....ccotiii e PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut

juga KEDUA BELAH PIHAK saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian

Hibah Daerah, dengan memperhatikan ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
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5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerabh;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor ........ Tahun ....... tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
Anggaran 2016;

14. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan
Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial,
Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2016 sebagalmana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Nomor ....... Tahun .......

15. Peraturan Bupati Situbondo Nomor ....... Tahun ......... tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
Anggaran 2016;

16. Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/....... /006.2/....... tentang
Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak
Terduga, dan Pengeluaran Pembiayaan Sesuai Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2016.

No

Berdasarkan hal-hal dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut
di atas, KEDUA BELAH PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Hibah
Daerah sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1
RUANG LINGKUP
Ruang lingkup perjanjian ini adalah Hibah Daerah dari Pemerintah
Kabupaten Situbondo kepada “.....c.cece... ” Desa......... Kecamatan ........
Kabupaten Situbondo berupa uang sebesar Rp. ........... 5= (eeeverreninnnns ) untuk
pelaksanaan Hibah Daerah Bantuan.......... Kabupaten Situbondo Tahun .......

berupa hibah modal usaha yang bersifat bantuan hibah yang tidak wajib dan
tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus bagi PTHAK KESATU.
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Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN
(1) Maksud Perjanjian Hibah Daerah ini adalah sebagai kepedulian

Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya peningkatan penguasaan
tekonologi bagi masyarakat melalui Hibah Daerah Program

..........................................................

(2) Tujuan Perjanjian Hibah Daerah ini adalah untuk :
. creeeireeeenireiereeeeeeeeenneeneeranaans ;

Pasal 3
KEDUDUKAN KEDUA BELAH PIHAK

(1) PIHAK KESATU adalah pemberi Hibah Daerah berupa uang sebesar

Rp. coiiieeenans 3= (eeeenrierrir e )-
(2) PIHAK KEDUA adalah penerima Hibah Daerah dari PIHAK KESATU
berupa uang sebesar Rp. ........c..ccceuuueennee. B (O PRR ).
Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KEDUA BELAH PIHAK

(1) PIHAK KESATU :

a. Menyerahkan uang sebesar Rp. .................... ™ (eerrnireiie e )
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada PIHAK KEDUA ;

b. menerima Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan

Dana Hibah Daerah disertai bukti-bukti terlampir dengan waktu 3
(tiga) bulan setelah penerimaan hibah dan selambat-lambatnya
tanggal 10 Januari Tahun Berikutnya dari PIHAK KEDUA ;
c. menerima sisa penggunaan Dana Hibah Daerah yang tidak dapat
direalisasikan oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya tanggal
31 Desember Tahun Anggaran berjalan melalui Rekening Kas Daerah
Pemerintah Kabupaten Situbondo ;

d. melalui SKPD yang membidangi melakukan evaluasi dan monitoring
atas penggunaan dana Hibah Daerah sesuai dengan Laporan
Pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah Daerah oleh PIHAK
KEDUA ;

e. menunda pencairan dana hibah daerah apabila PIHAK KEDUA tidak
atau belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

(2) PIHAK KEDUA :
a. menerima uang sebesar Rp. .............. 3= (ererereeriinireennnn, )

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya untuk pelaksanaan
Hibah Daerah Bantuan .............ccoevuvvennnnnnnnn.. ;




(1)

(2)
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b. bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan Dana Hibah Daerah
sesuai dengan rincian Proposal/Rencana Anggaran Belanja
(RAB)/Rencana Kerja Anggaran (RKA);

c. menyampaikan Laporan  Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
penggunaan Dana Hibah Daerah disertai bukti-bukti terlampir
kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo dengan tembusan kepada
SKPD ..ccoeviiiianinnnns Kabupaten Situbondo dalam waktu 3 (tiga) bulan
setelah penerimaan hibah dan selambat-lambatnya tanggal 10
Januari Tahun Anggaran berikutnya kepada PIHAK KESATU;

d. menyetorkan sisa penggunaan Dana Hibah Daerah yang tidak dapat
direalisasikan kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya tanggal
31 Desember Tahun Anggaran berjalan melalui Rekening Kas Daerah
Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Pasal 5
KETENTUAN LAIN-LAIN

Tugas dan tanggung jawab KEDUA BELAH PIHAK dalam Perjanjian
Kerjasama ini tidak berakhir karena sebab meninggalnya atau
berakhirnya masa jabatan KEDUA BELAH PIHAK.

Apabila salah satu pihak meninggal dunia atau berakhir masa
jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka tugas dan
tanggung jawabnya wajib dilaksanakan oleh Pengganti Hak
(Rechtsopvolger) dari masing-masing pihak.

Pasal 6
SANKSI

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajiban laporan penggunaan

hibah dapat dikenakan sanksi:

a. Ganti rugi dan pengembalian dana;

b. Pemblokiran dan/atau penghentian sementara bantuan yang diberikan;

c. Tidak diperbolehkan untuk menerima program dalam bentuk apapun
yang dibiayai oleh Keuangan Negara;

d. Pidana, setelah melalui proses hukum seperti penyelidikan, penyidikan,
peradilan dan lainnya.

(1)

Pasal 7
PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dan belum disebutkan dalam
Perjanjian Hibah Daerah ini akan diatur dan ditetapkan kemudian
dalam Perjanjian Tambahan/Perubahan (Addendum) oleh KEDUA
BELAH PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Perjanjian Kerjasama ini termasuk dalam lampiran-lampirannya;
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(2) Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dengan sebenar-benarnya di
Situbondo pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut
pada bagian awal Perjanjian ini, dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing 2
(dua) rangkap dibubuhi materai yang cukup, dan mempunyai kekuatan
hukum yang sama setelah ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK
dengan membubuhi cap/stempel instansi.

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,

NAMA KETUA ®000ccccvccosnsoee 00000000 ssessoe
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VIII.2 Hibah Berupa Barang
PERJANJIAN HIBAH DAERAH

Antara
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
Dengan

XYY Y XY ®0sccessvons

NOMOR : ........ V0000000000000 0000000000000000
NOMOR : 0000000000000 0000000000000000000000000

TENTANG

Pada hari ini, .............. , Tanggal ........... , Bulan ................. , Tahun
................. , bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jalan PB.
Sudirman Nomor 1 Situbondo, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I, ceceeceee coseecesce cecsserssessessenccees sJabatan ..........cceeivvinenannnn.. , berkedudukan di
Jl. PB. Sudirman Nomor 1 Situbondo, dalam perbuatan hukum ini dari dan
karenanya sah secara hukum bertindak untuk dan atas nama Pemerintah

Kabupaten Situbondo, yang selanjutnya disebut.............. PIHAK KESATU.
II. (NAMA KETUA), Jabatan Ketua “........ csesesescsesess”, beralamat di
RT....... /RW....... Desa .......c.c........ Kecamatan ................ Kabupaten
Situbondo, dalam perbuatan hukum ini dari dan karenanya sah secara
hukum bertindak untuk dan atas nama “.......ccceeeneen. ” Desa ....ccoeeeen.n..
Kecamatan................. Kabupaten Situbondo, selanjutnya
AiSEDUL......iiiiiiiiiiiiii e PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut

juga KEDUA BELAH PIHAK saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian

Hibah Daerah, dengan memperhatikan ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

o
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor ...... Tahun ..... tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
Anggaran 2016;

14. Peraturan Bupati Nomor ...... Tahun ........ tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan
Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil Pajak/Retribusi, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak
Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor........ Tahun......... ;

15. Peraturan Bupati Situbondo Nomor ....... Tahun ......... tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo
Tahun Anggaran 2016;

16. Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/....... /006.2/....... tentang
Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan
Pengeluaran Pembiayaan Sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2016.

Berdasarkan hal-hal dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut
di atas, KEDUA BELAH PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Hibah Daerah
sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1
RUANG LINGKUP
Ruang lingkup perjanjian ini adalah Hibah Daerah dari Pemerintah
Kabupaten Situbondo kepada “.....ccceereeneenes ” Desa ............ Kecamatan
.............. Kabupaten Situbondo berupa (jenis barang) ............... untuk
pelaksanaan Hibah............. Kabupaten Situbondo Tahun ................ yang

bersifat hibah yang tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus
menerus bagi PIHAK KESATU.
Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN
(1) Maksud Perjanjian Hibah Daerah ini adalah sebagai kepedulian

Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya peningkatan penguasaan
tekonologi bagi masyarakat melalui Hibah Daerah Program ......................
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(2) Tujuan Perjanjian Hibah Daerah ini adalah untuk :

a.

..............................................

Pasal 3
KEDUDUKAN KEDUA BELAH PIHAK

(1) PIHAK KESATU adalah pemberi Hibah Daerah berupa (jenis barang)

.............................................

(2) PIHAK KEDUA adalah penerima Hibah Daerah dari PIHAK KESATU
berupa (jenis barang)........ccccceeevviiniiirennnnnnnee.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KEDUA BELAH PIHAK

(1) PIHAK KESATU :

a.

b.

menyerahkan barang berupa (jenis barang) ..................... sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 kepada PIHAK KEDUA ;

menerima Laporan Penggunaan Barang Hibah Daerah dengan waktu 3
(tiga) bulan setelah penerimaan hibah dan selambat-lambatnya tanggal
10 Januari Tahun Berikutnya dari PIHAK KEDUA ;

melalui SKPD yang membidangi melakukan evaluasi dan monitoring
atas penggunaan dana Hibah Daerah sesuai dengan Laporan
Pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah Daerah oleh PIHAK
KEDUA ;

menunda penyerahan hibah daerah apabila PIHAK KEDUA tidak atau
belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

(2) PIHAK KEDUA :

a.

menerima barang berupa (jenis barang) ..................... sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 hanya untuk pelaksanaan Hibah Daerah

. bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan Hibah Daerah sesuai

dengan rincian Proposal/Rencana Anggaran Belanja (RAB)/Rencana
Kerja Anggaran (RKA);

tidak menjual, mengalihkan atau memindahtangankan barang hibah
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada pihak lain;
menyampaikan Laporan Penggunaan Barang Hibah Daerah SKPD
..................... Kabupaten Situbondo dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah
penerimaan hibah dan selambat-lambatnya tanggal 10 Januari Tahun
Anggaran berikutnya kepada PIHAK KESATU.




(1)

(2)
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Pasal §
KETENTUAN LAIN-LAIN

Tugas dan tanggung jawab KEDUA BELAH PIHAK dalam Perjanjian
Kerjasama ini tidak berakhir karena sebab meninggalnya atau
berakhirnya masa jabatan KEDUA BELAH PIHAK.

Apabila salah satu pihak meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tugas dan tanggung
jawabnya wajib dilaksanakan oleh Pengganti Hak (Rechtsopvolger) dari
masing-masing pihak.

Pasal 6
SANKSI

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajiban laporan penggunaan
barang hibah daerah dapat dikenakan sanksi:

a.
b.

(1)

(2)

Ganti rugi dan pengembalian dana;

Tidak diperbolehkan untuk menerima program dalam bentuk apapun
yang dibiayai oleh Keuangan Negara;

Pidana, setelah melalui proses hukum seperti penyelidikan, penyidikan,
peradilan dan lainnya.

Pasal 7
PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dan belum disebutkan dalam Perjanjian
Hibah Daerah ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Perjanjian
Tambahan/Perubahan (Addendum) oleh KEDUA BELAH PIHAK dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini
termasuk dalam lampiran-lampirannya.

Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dengan sebenar-benarnya di
Situbondo pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut
pada bagian awal Perjanjian ini, dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing 2
(dua) rangkap dibubuhi materai yang cukup, dan mempunyai kekuatan
hukum yang sama setelah ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK
dengan membubuhi cap/stempel instansi.

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,

NAMA KETUA = ... cesctcoscacsctsrcccne cosescscseseen




40

XII. CONTOH FORMAT SKTJM
1. Format SPTJM untuk pencairan hibah uang

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama D ettt tiieee ettt tehee st asaenaaasnenstacnenenernene
NIP D et ereeieeieiere et aetrrtaareaeaattanteaententraetaenannrenes
Pangkat/Golongan D et e b ettt s e e a e e e ra e e e reanenas
Jabatan D ettt ettt ettt a e e an s te e e eaa e eneanrraaneneneananns

Dalam rangka pelaksanaan belanja hibah atas kegiatan

see

............................................................. Tahun Anggaran 2016, dengan ini

menyatakan bahwa :

1.

2.

Penerima hibah yang saya ajukan yaitu ..........ccccceeveevenieniiniinninennennnes adalah
badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan telah diproses sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan dalam
Surat Pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung resiko terhadap
ketidaksesuaian proses sebagaimana ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Situbondo, .....c.ceceviiiiiiiiiinenn

Kepala SKPD ......cccccvvvvivenrnennnnnn.

materai
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2. Format SPTJM untuk pencairan hibah barang

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini :

.
Nama L et ttetieteeeeeesetetennenenenentnenennannnranannnnnsncsstnirennnnanonnnns
NIP .
© eeeeeeeeseneseeeeeinnsetnanetbenntnnonnnnnnattorarentonnennncoccananacnanns
P kat/Golongan :
angka g D e tteteeenenneececetretanaaenteresnraraneattetenennanttttetsnentananeernn
Jabatan :
a T et ttetteeeeeteteeneitesnesnentnnenentetoenseccnnnnennnnnnnaaannnnnanannns

Dalam rangka pelaksanaan belanja hibah atas kegiatan

................................................................ Tahun Anggaran 2016, dengan ini

menyatakan bahwa :

1. Penerima hibah yang saya ajukan yaitu ............ccccceceeiieiieieniinienieneeneenenn.
telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan
ketentuan, maka saya bersedia menanggung resiko terhadap ketidaksesuaian

proses sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Situbondo, ..........ciiiiiiiiiniinnnnnn..

Kepala SKPD ........cccovvvnvninennnnnn

materai
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3. Format SPTJM untuk pencairan bantuan sosial

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
==l SORNIATAAN IANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah inj :

Nama e
NIP et
Pangkat/Golongan e
Jabatan

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Dalam rangka pelaksanaan belanja bantuan sosial atas kegiatan

................................................................ Tahun Anggaran 2016, dengan ini

menyatakan bahwa :

1. Penerima bantuan sosial yang saya ajukan yaitu .................coouevveeooiii. telah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan
ketentuan, maka saya bersedia menanggung resiko terhadap ketidaksesuaian
proses sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pj. BUPATI SITUBONDO,

ZAINAL MUHTADIEN



